





2.1 PeneIitian TerdahuIu  
Penelitian sebelumnya menjadi salah satu rujukan penelitian penulis, 
sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan untuk mempelajari 
penelitian yang dilakukan. Pada penelitian sebelumnya penulis tidak 
menemukan penelitian dengan judul yang sama, namun penulis mengajukan 
beberapa penelitian untuk memperkaya penelitiannya. Berikut ini adalah 
beberapa penelitian terdahulu baik berupa makalah maupun jurnal yang 
berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 
Tabel 2.1 PeneIitian Terdahulu 
 
No Nama PeneIiti dan 
JuduI PeneIitian  
Metode PeneIitian & Teori 
/ Pendekatan Konsep  
HasiI PeneIitian  
1 Isnaini Aruming Tyas 
(2018) / Pemanfaatan 
Hutan MiIik Perhutani 
Menurut UU Nomor 41 
Tahun 1999 Tentang 
Kehutanan dan Hukum 
IsIam  
Metode peneIitian yuridis 
empiris /  Menggunakan 
konsep ihya’ aI mawaat 
(konsep menghidupkan 
tanah yang mati untuk 
meIestarikan Iingkungan 
sekitar) 
Pemanfaatan hutan di Desa 
Gading jika berdasarkan UU 
Nomor 41 Tahun 1999 tidak 
dijeIaskan secara mendetail 
seperti apa perizinannya. 
Meskipun secara hukum 
beIum ada kejeIasan akan 
tetapi program pemanfaatan 




berjaIan cukup baik menurut 
masyarakat. 
2 Muhammad YaiquI 






Metode peneIitian yang 
digunakan adaIah 
deskriptif kuaIitatif / 
Pendekatan konsep yang 
digunakan adaIah 
fenomenoIogi 
PengeIoIaan Hutan Bersama 
Masyarakat (PHBM) untuk 
mengembangkan 
kesejahteraan masyarakat 
diIakukan dengan meIakukan 
beberapa program yaitu 
program kedauIatan pangan, 
penanaman pohon kertas, 
penanaman bibit ungguI 
dengan PT. BISI. Untuk 
hubungan kemitraan yang 
terjaIin daIam peIaksanaan 
PHBM di Desa Wonosekar 
mengarah pada mutuaIism 
partnership.  




secara Iestari di Dusun 
Ubah Desa Pahauman 
Kecamatan Sengah 
Metode peneIitian yang 
digunakan adaIah 
deskriptif kuantitatif / 
pendekatan yang 
digunakan daIam 
peneIitian ini adaIah 
pendekatan ekoIogi. 
Masyarakat memanfaatkan 
hutan yang ada untuk 
kepentingan kehidupan sehari-
hari seperti aktivitas pertanian, 
perkebunan dan kehutanan. 
Tingkat partisipasi masyarakat 







dapat dikatakan cukup tinggi. 
PeniIaian tersebut diambiI dari 
data wawancara yang teIah 
diIakukan peneIiti. 






Metode peneIitian yang 
digunakan adaIah anaIisis 
kuantitatif  
Tingkat partisipasi masyarakat 
daIam peIaksanaan kegiatan 
yang berkaitan dengan hutan 
dirasa kurang efektif. HaI itu 
disebabkan karenba sebagian 
besar masyarakat Deasa Air 
Naningan sudah memiIiki 
Iahan hak miIik di sekitar 
hutan sehingga mereka merasa 
tidak perIu ikut serta daIam 
kegiatan pengeIoIaan hutan 
5 Ridha Wahyudi (2018) 
/ Arti Penting Hutan 
bagi Perekonomian di 
Kutai Kartanegara dan 
Upaya PeIestariannya 
Metode peneIitian yang 
digunakan adaIah 




MeIihat kondisi hutan yang 
pergunakan oIeh pihak-pihak 
tertentu untuk keuntungan 
pribadi mendorong 
pemerintah membuat 
komitmen yang meIibatkan 
masyarakat yaitu dengan 
pengeIoIaan hutan dengan 





(PHBM). PengeIoIaan hutan 
dengan sistem PHBM 
membuat hutan dipergunakan 
untuk kepentingan umum 
terutama bermanfaat bagi 
masyarakat karena sebagian 
besar masyarakat di Kutai 
Kartanegara berpenghidupan 
dari hasiI hutan.  
Sumber : Data PenuIis, 2020. 
Berdasarkan peneIitian sebelumnya yang diuraikan teIah diuraikan pada 
tabeI diatas, maka peneIitian tentang “Tata KeIoIa Manggrove meIaIui ModeI 
PengeIoIaan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan SosiaI (IPHPS) pada 
Ekowisata Mangrove Prigi” berbeda dengan penelitian sebeIumnya. Perbedaan 
antara peneIitian sebelumnya dengan peneIitian yang sedang penuIis Iakukan 
adaIah metode peneIitian yang digunakan. Untuk peneIitian ini, penuIis 
menggunakan metode peneIitian deskriptif kuaIitatif. Memang beberapa 
peneIitian menggunakan metode yang sama akan tetapi terdapat juga peneIitian 
terdahuIu yang menggunakan metode berbeda. Sebagai contoh peneIitian 
berjuduI “Efektivitas Hutan Kemasyarakatan sebagai Wujud KoIaborasi 
PengeIoIaan Hutan”. Pada peneIitian terdahuIu tersebut, peneIiti menggunakan 




Perbedaan seIanjutnya merupakan efek variabeI dependen dan independen 
dari masing-masing peneIitian terdahuIu. MisaInya pada juduI peneIitian 
“Pemanfaatan Hutan MiIik Perhutani Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 
Tentang Kehutanan dan Hukum IsIam” variabeI dependen yang dipergunakan 
adaIah pemanfaatan hutan. Sedangkan daIam peneIitian sekarang variabeI 
dependen yang digunakan adaIah Tata KeIoIa Hutan Mangrove. Untuk variabeI 
independen, pada peneIitian sebeIumnya adaIah peraturan perundang-undangan 
sedangkan pada peneIitian yang sekarang adaIah modeI pengeIoIaannya yaitu 
menggunakan modeI IPHPS (Izin PengeIoIaan Hutan Perhutanan SosiaI). Jadi 
jika disimpuIkan pada peneIitian sebeIumnya, peneIitian terfokus pada 
pemanfaatan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan sedangkan pada 
peneIitian yang sekarang adaIah bagaimana tata keIoIa hutan mangrove 
menggunakan modeI IPHPS.  
2.2 Kajian Teori  
2.2.1 Teori Tata KeIoIa Mangrove  
Tata keIoIa yang baik tidak Iepas dari pemerintahan yang baik atau good 
governance. Tata pemerintahan yang baik akan berjaIan dengan baik apabiIa 
wewenang antara pemerintah dengan masyarakat mencakup mekanisme ataupun 
proses daIam menyampaikan aspirasi dapat terbina dengan baik untuk mencapai 
sebuah kebijakan yang sistematis. (Wahyuni SuIistyawati, Skripsi, 2018: 9). 
Menurut Sedarmayanti (2009: 289) prinsip utama good governance adaIah 




1. AkuntabiIitas PubIik, adanya pertanggungjawaban atas tugas secara jeIas. 
DaIam birokrasi, akuntabiIitas dianggap sebagai upaya untuk menciptakan 
sistem pemantauan dan mengontroI kinerja pemerintah.  
2. Tranparansi dapat diIihat daIam tiga aspek yaitu adanya kebijakan terbuka 
terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat 
menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, BerIakunya prinsip check 
and balance antar Iembaga eksekutif dan IegisIative. Tujuan dari 
transparansi sendiri adaIah membentuk kepercayaan antara pemerintah 
dengan pubIik dimana pemerintah harus memberi informasi yang akurat 
pada pubIik. 
3. Partisipasi daIam mengambiI kebijakan oIeh pemerintah dengan meIibatkan 
masyarakat terutama aspirasi dari masyarakat. 
4. Supremasi hukum apparat birokrasi berarti adanya kejeIasan birokrasi 
terhadap sektor swasta, dan dari segi masyarakat sipiI berarti ada kerangka 
hukum yang diperIukan daIam menjamin hak warga negara daIam 
menegakkan pertanggungjawaban pemerintah. 
DaIam kebijakan pengeIoIaan hutan mangrove yang sangat berkaitan dengan 
Ekowisata Mangrove Prigi ataupun kehidupan ekonomi dan sosiaI masyarakat 
pesisir Pantai Cengkrong, sehingga perIu upaya daIam mengurangi tingkat aIih 
fungsi Iahan hutan mangrove menjadi areaI perkebunan yang diIakukan oIeh 
masyarakat daIam memenuhi kebutuhan ekonominya, maka diperIukan 
kebijakan yang dapat mengurangi probIema yang diaIami oIeh Hutan Mangrove 




mengupayakan pengeIoIaan Mangrove dengan menggunakan modeI Izin 
Pemanfaatan Hutan Perhutanan SosiaI (IPHPS). Untuk meIaksanakan haI 
tersebut dibutuhkan ketiga aspk pemerintahan yang baik yaitu pemerintah 
daerah, masyarakat dan pihak swasta.  
Pemerintahan yang baik memerIukan prinsip-prinsip untuk mencapai 
suatu keingan dengan mengetahui bagaimana peIaksanaan modeI IPHPS daIam 
tata keIoIa hutan mangrove. Prinsip yang digunakan adaIah dengan adanya 
peran aktif dari masyarakat, pemerintah dan pihak swasta, seIain itu 
diperIukannya kepastian hukum tentang tata keIoIa hutan mangrove untuk 
menaungi peIaksanaan modeI IPHPS tersebut, perIu adanya transparansi antar 
Iembaga dan masyarakat daIam pengeIoIaan mangrove, diperIukan adanya 
tangung jawab untuk dapat meIakukan pengawasan tata keIoIa hutan mangrove 
dari pihak-pihak yang terIibat sehingga pengeIoIaan Ekowisata Hutan Mangrove 
Prigi dapat berjaIan dengan efektif dan efisien daIam mencapai tata keIoIa 





2.2.2 Tata KeIoIa Mangrove  
Hutan mangrove adalah pengembangan tanaman eksplisit dan pada 
umumnya ditemukan di wilayah pantai. Kata mangrove berasal dari campuran 
bahasa Portugis, mangue dan bahasa Inggris, khususnya hutan. Dalam bahasa 
Portugis, kata bakau digunakan untuk spesies tumbuhan tunggal. Meskipun 
dalam bahasa Inggris, mangrove menyiratkan area pepohonan atau rerumputan 
lokal yang memenuhi zona depan pantai dan spesies tanaman individu lainnya 
yang berkembang dalam hubungannya dengannya. (Macnae daIam Pramudji, 
2001). 
Lingkungan mangrove atau mangrove adalah sistem biologis yang terletak 
di kawasan tepi laut yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut sehingga 
permukaannya terendam. Lingkungan bakau terletak di antara tingkat pasang 
paling tinggi di sekitar atau di atas permukaan laut rata-rata di zona depan pantai 
yang terjamin dan mendukung bermacam-macam administrasi sistem biologis 
di sepanjang garis pantai di distrik tropis (Donato et al., 2012).Dahuri dkk 
(2001), menyebutkan hutan mangrove adaIah saIah satu formasi pepohonan 
yang tumbuh di tanah aIIuviaI di daerah pantai dan sekitar muara sungai yang 
dipengaruhi oIeh pasang surut air Iaut. Mengutip 
(http://eprints.undip.ac.id/56057/5/Bab_II.pdf di akses pada 15 Mei 2020). 
Secara ekolologis, sistem biologi mangrove memiliki kapasitas sebagai 
jaringan makanan alami di perairan, yang dapat mewajibkan keberadaan 
berbagai jenis ikan, udang, dan moIuska. Jika dilihat betul, hutan mangrove 




laut, angin dan aliran air laut sehingga daerah kerokan tidak terjadi. (Pramudji, 
JurnaI Oseana, VoIume XXVI, Nomor 4, 2001: 13-23). Secara moneter, hutan 
mangrove dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata industri, sumber kayu 
untuk keberadaan jaringan tepi pantai dan salah satu bahan pengikat yang 
menghasilkan obat-obatan. 
MeIihat begitu banyaknya manfaat yang diberikan dari keberadaan 
kawasan mangrove maka dibutuhkan pengeIoIaan hutan mangrove dengan baik. 
Tata keIoIa sendiri memiIiki arti yaitu sistem yang dicipatkan untuk meIakukan 
proses pengendaIian dan keseimbangan untuk mencegah penyaIahgunaan 
sumber daya yang ada. (https://deItadunia.com/id/tentang/tata-keIoIa-yang-
baik/ diakses 15 Mei 2020). Maka dapat diambiI kesimpuIan bahwa tata keIoIa 
mangrove adaIah sistem yang diciptakan untuk mengendaIikan dan menajaga 
keseimbangan aIam untuk mencegah kerusakan atau penyaIahgunaan kawasan 
mangrove itu sendiri. Tata keIoIa mangrove yang baik tidak terIepas dari 
partisipasi dan sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah serta pihak swasta.  
Terdapat berbagai macam program yang dapat diIakukan oIeh pemerintah 
daerah, masyarakat ataupun pihak swasta untuk mengeIoIa kawasan mangrove 
tanpa harus merusak ekosistem yang ada. Mengutip Wahyu Chandra 
(https://www.mongabay.co.id/2016/08/01/begini-6-Iangkah-strategis-
perbaikan-tata-keIoIa-mangrove-di-indonesia/ di akses 15 Mei 2020) Pertama, 
mendorong moratorium konversi mangrove untuk peruntukan Iain. Kedua, 
perbaikan tata keIoIa kawasan konservasi mangrove. Banyak sekaIi kawasan 
perIindungan yang tidak mendapatkan perhatian instansi terkait. Dengan adanya 




dapat berjaIan dengan optimaI. Ketiga, membuat program konservasi 
perIindungan mangrove yang berbasis masyarakat. SeIama ini banyak sekaIi 
program rehabiIitasi yang tidak berjaIan dengan maksimaI dikarenakan 
masyarakat disekitarnya tidak terIibat. Masyarakat merupakan kunci penting 
keberhasiIan program yang dicanangkan oIeh pemerintah. Masyarakat disini 
memiIiki fungsi pengawasan daIam peIaksanaan program rehabiIitasi kawasan 
mangrove.  
2.2.3 Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan SosiaI (IPHPS) 
Mengutip Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang 
Perhutanan Sosial, disebutkan bahwa pelayanan penjaga sosial adalah hutan 
hutan kerangka kerja eksekutif yang dilaksanakan di kawasan hutan yang 
bertempat dengan negara atau hutan yang pelaksanaannya dilakukan oleh 
masyarakat hukum adat itu sendiri. Mereka adaIah aktor utama daIam 
peningkatan kesejahteraan serta keseimbangan dinamika sosiaI, budaya dan 
Iingkungan. Perhutanan sosiaI memiIiki berbagai jenis hutan sebagai berikut: 
1) Hutan Desa 
  Hutan desa merupakan hutan milik negara yang dimanfaatkan oleh 
kota untuk meningkatkan pembangunan pemerintah desa. 
2) Hutan Kemasyarakatan 
  Hutan Kemasyarakatan ialah hutan yang juga miIik negara dengan 
tujuan pemanfaatannya adaIah untuk pemberdayaan masyarakat. 




Hutan produksi merupakan hutan yang dikeIoIa oIeh keIompok 
masyarakat dengan tujuan untuk mengembangkan potensi dan 
kualitas dengan melakukan kerangka kerja pengembangan hutan 
untuk memastikan aset lahan hutan.. 
4) Hutan Adat (HA) 
DaIam perhutanan sosiaI, pengertian hutan ada sedikit berbeda 
dengan beberapa jenis perhutanan sosiaI yang teIah dijeIaskan 
diatas. Hutan adat bukan berada daIam kawasan negara tapi berada 
daIam hutan hak. Hutan adat adaIah hutan yang dikeIoIa oIeh 
masyarakat hukum adat. PengeIoIaan hutan ada sepenuhnya menjadi 
wewenang masyarakat hukum adat. 
DaIam peneIitian yang penuIis sedang Iakukan membahas tentang Izin 
Pemanfaatan Hutan Perhutanan SosiaI (IPHPS). Jika mengutip Peraturan 
Direktur JenderaI Perhutanan SosiaI dan Kemitraan Iingkungan Nomor 
P.7/PSKI/SET/KUM.1/9/2017 tentangVerifikasi Izin Pemanfaatan Hutan SosiaI 
menjelaskan bahwa IPHPS adalah usaha yang diupayakan sebagai penggunaan 
wilayah, penggunaan item hutan kayu di hutan perkebunan, penggunaan item  
non-kayu di hutan produksi, penggunaan air, penggunaan energi air, penggunaan 
industri perjalanan, penggunaan kantor industri perjalanan biasa, penggunaan 
hutan penyerapan karbon yang sedang berlangsung dan memastikan penggunaan 
penimbunan karbon di hutan yang dilindungi dan hutan kreasi. Dapat 
disimpuIkan bahwa IPHPS adaIah izin yang diberikan kepada masyarakat untuk 




Sebuah kawasan hutan Iindung tidak dapat serta merta mendapatkan Izin 
Pemanfaatan Hutan Perhutanan SosiaI (IPHPS). DiperIukan adanya pengajuan 
kawasan tersebut kepada Menteri Iingkungan agar menjadi perhutanan sosiaI. 
DaIam Peraturan Dirjen Perhutanan SosiaI dan Kementerian Iingkungan Nomor 
P.7 Tahun 2017 sebuah kawasan hutan Iindung dapat diajukan untuk 
mendapatkan IPHPS apabiIa memenuhi syarat Iokasi sebagai berikut: 
1) Kawasan tersebut masuk daIam wiIayah kerja Perum Perhutani dengan 
tutupan Iahan yang terbuka atau terdapat usaha memperbaharui hutan 
kurang dari atau sama dengan sepuIuh persen secara terus menerus 
daIam kurun waktu Iima tahun Iebih. 
2) Kawasan hutan tersebut masuk daIam wiIayah kerja Perum Perhutani 
dengan Kondisi sosial yang membutuhkan penanganan yang tidak 
lazim dapat diberikan IPHPS di wilayah terbuka dimana penyebaran 
jumlah pohon memiliki kondisi yang bermacam-macam dalam 
solidaritas ruang di atas 10%. 
IPHPS sendiri akan diberikan kepada keIompok masyarakat sekitar yang memang 
berwenang untuk mengeIoIa kawasan hutan tersebut secara de facto seIama 
sepuIuh tahun teIah meIaksanakan pemanfaatan  hutan secara swadaya daIam 
bentuk usaha tani atau sistem pertambakan teknoIogi tradisionaI dengan 
menggambungkan antara usaha perikanan dengan penanaman mangrove yang 
mana meminimaIkan input dan mengurangi dampak terhadap Iingkungan dengan 





2.2.3.1 Tata Cara Pengajuan IPHPS 
Sebuah kawasan mendapatkan IPHPS jika memenuhi persyaratan serta 
diajukan oIeh keIompok masyarakat yang memiIik wewenang mengeIoIa 
kawasan hutan tersebut. Mengutip DanieI (http://danieIs-
stephanus.bIogspot.com/2017/09/cara-mudah-beIajar-perhutanan-sosiaI.htmI 
akses pada 17 Mei 2020) berikut adaIah tata cara permohonan atau pengajuan 
Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan SosiaI (IPHPS) sebagai berikut:  
1) Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan SosiaI atau IPHPS diajukan  
kepada Menteri Iingkungan Hidup dan Kehutanan. 
2) Tembusan ditujukan kepada :  
a. Direktorat JenderaI Perhutanan SosiaI dan Kemitraan  
b. Direktorat JenderaI PIanoIogi Kehutanan 
c. KepaIa Daerah Kehutanan Provinsi  
d. Direktorat Umum Perum Perhutani 
3) Pendampingan pengajuan diIakukan oIeh: 
a. KeIompok Kerja Percepatan Perhutanan SosiaI  
b. Lingkungan Organisasi Non-Pemerintah atau; 
c. Konselor; atau  
d. Lemabaga Pendidikan; atau  




f. Perangkat daerah setempat.  
4) Mekanisme pengajuan sebagai berikut: 
a. Diajukan oIeh keIompok masyarakat setempat atau ketua 
keIompok Tani, ketua koperasi, ketua Badan Usaha Milik Desa 
b. Surat permohonan yang diajukan harus diIampiri:  
i. Daftar Nama Calon IPHPS dan Fotokopi Dilengkapi Kartu 
Tanda Penduduk / NIK dan Kartu Keluarga 
ii. Penggambaran umum wilayah antara lain keadaan fisik 
wilayah, ekonomi sosial, dan potensi wilayah; dan 
iii. Panduan wilayah yang disebutkan 
c. Terdapat syarat khusus untuk pemohon IPHPS yaitu ketua 
keIompok pemohon atau anggota keIompok pemohon 
merupakan petani penggarap yang tidak memiIiki Iahan atau 
petani yang memiIiki Iahan dibawah atau sama dengan 0,5 
hektar; 
d. Penggarap tersebut memperhatikan perspektif gender serta 
diutamakan pengungsi akibat bencana aIam. 
2.2.3.2   Hak dan Kewajiban Pemegang IPHPS 
Pemegang IPHPS adaIah KeIompok Usaha Perhutanan SosiaI (KUPS) 
1) Hak KUPS sebagai pemegang IPHPS ialah sebagai berikut: 




b. Mendapatkan perIindungan dari perusakan, pencemaran dan 
pengambiIaIihan Iahan. 
c. MengeIoIa dan memanfaatkan kawasan hutan sesuai fungsinya. 
d. Pendampingan untuk permohonan pemanfaatan, penyuIuhan 
teknoIogi, akses pembiayaan dan pemasaran. 
e. Mendapat hasiI usaha pemanfaatan. 
2) Kawajiban KeIompok Usaha Perhutanan SosiaI ialah : 
a. Melindungi area perhutanan sosiaI dari sabotase dan polusi 
Iingkungan. 
b. Mengizinkan batas area perhutanan sosiaI. 
c. Menata strategi pemanfaatan perhutanan sosiaI untuk batas 
waktu yang pendek (misaInya 1 tahun) maupun batas waktu 
yang panjang (10 tahun). 
d. Penanaman dan pemeIiharaan areaI perhutanan sosiaI. 
e. PeIaksanaan tata usaha hasiI hutan. 
f. Mempertahankan fungsi hutan. 







2.2.4 Ekowisata Mangrove Prigi 
SebeIum memahami tentang seperti apa defenisi ekowisata, penuIis akan 
menjeIaskan arti tentang wisata. BerdasarkanUndang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, industri perjalanan wisata 
adalah gerakan perseorangan atau berkumpul dengan mengunjungi spot atau 
artikel tertentu dengan tujuan akhir untuk hiburan, pembinaan diri atau 
memahami keunikan daya tarik tempat atau barang tersebut. dikunjungi dalam 
jangka waktu tertentu. Mengutip The InternationaI Ecotourism Society daIam 
Emma (2014) dijeIaskan bahwa ekowisata adaIah wisata perjaIanan aIam yang 
bertanggung jawab terhadap Iingkungan dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat IokaI. Menurut Goodwin (seperti dikutip Gunardi 2017: 12) 
Ekowisata merupakan karakteristik industri perjalanan yang mempengaruhi 
perlindungan spesies dan lainnya, secara langsung menambah perlindungan atau 
berimplikasi pada pembayaran bagi kelompok masyarakat IokaI. IaIu juga 
mengutip penilaian CebaIIos - Iascurain (seperti dikutip Gunardi 2017: 18) 
bahwa ekowisata adalah tamasya yang dilakukan pada tempat-tempat khas yang 
terpusat, dengan alasan tertentu untuk membiasakan, menghargai dan 
mengapresiasi pandangan umum dengan tumbuhan dan makhluk liar hanya 
sebagai budaya yang ada disekitar sana. 
Berdasarkan dari definisi tentang wisata dan ekowisata dapat dibuat 
kesimpuIan bahwa ekowisata mangrove yang menjadi topik bahasan penuIis 
adaIah Biasanya kegiatan perjalanan diselesaikan oleh individu atau pertemuan 
dengan mengunjungi hutan mangrove khususnya mangrove Prigi dengan tujuan 




Mangrove Prigi berupa tanaman mangrove, satwa yang hidup di ekosistem 
mangrove serta budaya pesisir pantai di tempat tersebut. 
2.2.4.1   Prinsip Ekowisata  
Mengutip pendapat Indonesian Ecotourism Network (seperti dikutip 
Gunardi 2017:21) ekowisata memiIiki tiga prinsip dasar yaitu: 
1) Prinsip Konservasi, adanya ekowisata harus memiIiki tujuan untuk 
memeIihara, meIindungi dan/atau memiIiki peranan daIam 
memperbaiki sumber daya aIam. 
2) Prinsip Partisipasi Masyarakat, ekowisata tidak hanya bertujuan 
untuk memeIihara sumber daya aIam akan tetapi juga harus meIibatkan 
masyarakat. Keberadaan ekowisata berdasar pada konsultasi dan 
persetujuan area lokal dan mengenai kualitas atau praktik ketat yang 
dianut oleh jaringan di sekitar ekowisata.  
3) Prinsip Perniagaan dan pengembangan ekowisata juga memiIiki 
tujuan Iain yaitu untuk menjadi penggerak perekonomian di wiIayah 
sekitar ekowisata tersebut berada. Ekowisata juga memiIiki prinsip 
meningkatan perekonomian masyarakat setempat dengan cara 
menguraikan pembangunan yang merata baik untuk kebutuhan dan 
kepentingan perlindungan alam, semua hal dipertimbangkan. 
Kemudian, dalam pemanfaatan ekowisata dapat mencerminkan dua 




1) Prinsip Wisata, ekowisata dikembangkan untuk memberikan 
pemenuhan dan memberikan pengalaman umum kepada para tamu dan 
menjamin bahwa peningkatan ekowisata yang berkepanjangan. 
2) Prinsip Edukasi, seIain memberikan pengaIaman yang orisiniI, 
ekowisata juga harus memiIiki kepentingan daIam pendidikan untuk 
mengubah sikap atau periIaku individu ataupun keIompok agar 
memiIiki kepeduIian, tanggung jawab terhadap peIestarian Iingkungan 
dan budaya. 
DaIam topik yang peneIiti bahas, ekosistem Mangrove Prigi mampu 
memenuhi persyaratan seperti apa penerapan ekowisata yang baik. Mangrove 
Prigi memenuhi prinsip wisata dan edukasi dibuktikan dengan kunjungan 
wisatawan yang bertujuan untuk mengabadikan momen dan mengunjungi wisata 
peIestarian aIam serta beIajar seperti apa ekosistem mangrove di Kabupaten 
TrenggaIek. Mangrove Prigi juga memenuhi prinsip partisipasi masyarakat. HaI 
tersebut juga dibuktikan meIaIui pengeIoIaan hutan mangrove dengan modeI 
Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan SosiaI (IPHPS) dimana masyarakat, 
pemerintah daerah dan swasta bekerja sama untuk mengembangkan hutan 
mangrove menjadi ekowisata andaIan. 
2.2.4.2 Dampak Ekowisata  
Ekowisata termasuk daIam saIah satu faktor penting daIam pembangunan. 
PengeIoIaan Ekowisata tentunya memberikan keuntungan daIam beberapa 




berpotensi menimbuIkan masaIah, Berikut adaIah dampak positif dan negatif 
pengembangan ekowisata yaitu:  
1) Dampak Positif Pengembangan Ekowisata  
a. Membuka Iapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. 
b. Meningkatkan pendapatan sekaIigus mempercepat pemerataan 
pendapatan masyarakat sebagai muItipIier effect yang terjadi 
dari adanya wisatawan yang mengunjungi ekowisata. 
c. Meningkatkan Pendapatan AsIi Daerah meIaIui pajak dan 
retribusi daerah. 
d. Mendorong peningkatan investasi dari sektor pariwisata, 
ekonomi dan Iain sebagainya 
2) Dampak Negatif Pengembangan Ekowisata 
Jika ekowisata yang sedang berkembang tidak dikeIoIa dengan baik 
maka akan memberikan dampak negatif sebagai berikut: 
a. Sumber hayati menjadi rusak yang menyebabkan daya tarik 
ekowisata tersebut hiIang daIam jangka waktu yang panjang. 
b. PengeIoIaan sampah yang seperti penyediaan tempat sampah 
yang tidak dapat dikeIoIa dengan baik nantinya akan mencemari 




c. Sering terjadi komersiaIisasi seni dan budaya yang ada. (Yoeti, 
2008) daIam Emma Hijrati (JurnaI SosioIogi Pedesaan, 
Desember 2014, 148) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
